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ABSTRAK 

Muslih Handoyo, 201510115076. Skripsi “Analisa Keabsahan Hak Angket DPR 

Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)”. 

Penelitian skripsi ini membahas mengenai original intent pasal 20A ayat (2) yang 

diperjelas dalam pasal 79 ayat 3 UUMD3 tentang Hak Angket yang ditafsirkan 

secara kumulatif semua pelaksana Undang-Undang sehingga para pemohon 

Forum Komunikasi dan Konstitusi yang diwakili oleh Achmad Firdous, S.H. dan 

Bayu Negara, S.H. sebagai ketua dan sekretaris jenderal FKHK, Yudistrira dan 

Tri Susilo, S.H., M.H. melakukan Judicial Review terkait perluasan dari Hak 

Angket sehingga para pemohon mengalami kerugian dalam penafsiran secara 

kumulatif terkait perluasan Hak angket tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan tambahan wawasan akan perkembangan lembaga negara yang 

ada saat ini yang semakin komplek dan berkembang yang di mana konsep Trias 

Politika yang dicetuskan oleh Montesquie dan Jhon lock sudah tidak relevan lagi 

dikarenakan banyak tumbuh lembaga negara baru di luar konsep tersebut dalam 

skripsi ini penulis menggunakan penelitian metode yuridis normatif, serta sebagai 

tambahan menggunakan bahan hukum dan data lain, baik bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa sebagian 

hakim Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara limitif terkait norma a quo hak 

angket dan perkembangan ketatanegaraan yang semakin komplek diberbagai 

negara sehingga banyak lahirlah lembaga negara yang bersifat penunjang yang 

berada di luar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, KPK, Keabsahan. 
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ABSTRACT 

Muslih Handoyo, 201510115076. Undergraduate Thesis “Analysis of the 

Legitimacy of the DPR Questionnaire Rights Against the Corruption Eradication 

Commission (Case Study of the Constitutional Court Number 30/PUU-

XV/2017)”. 

This research discusses the original intent of article 20A paragraph (2) which is 

clarified in article 79 paragraph 3 UUMD3 on Questionnaire Rights which is 

cumulatively interpreted by all Actors so that the applicants of the 

Communication and Constitutional Forum represented by Achmad Firdous, S.H. 

and Bayu Negara, S.H. as chair and secretary general of FKHK, Yudistrira and 

Tri Susilo, S.H., M.H. conduct a Judicial Review related to the expansion of the 

Right to Questionnaire so that the applicant suffers from cumulative 

interpretation related to the expansion of the inquiry right. The purpose of this 

research is to provide additional insights on the development of existing state 

institutions which are increasingly complex and developing, where the concept of 

Trias Politica that was sparked by Montesquie and Jhon lock is no longer relevant 

because there are many new state institutions growing outside the concept in This 

thesis the author uses the study of normative juridical methods, as well as in 

addition to using legal materials and other data, both primary, secondary and 

tertiary legal materials. The results of this research indicate that some 

Constitutional Court judges do not see in a limitive manner related to the a quo 

norm of inquiry rights and the increasingly complex development of state 

administration in various countries so that many supporting state institutions are 

born outside the executive, legislative and judicial branches of power. 
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